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Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti
pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah dalam menangani pandemi, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan
perjanjian. Adanya Pandemi Covid-19 ini, berpotensi meningkatkan risiko dalam pel aksanaan suatu
perjanjian, dimanasi debitur seakan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai dasar untuk tidak

mel aksanakan, mengingkari, atau membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak,
dengan dasar bahwa Pandemi Covid-19 ini ditujukan sebagai suatu alasan keadaan memaksa atau force
majeure. Atas dasar hal tersebut, di dalam berberapa putusan pengadilan hakim memiliki pandangan yang
berbeda dalam memutus perkara terkait permasalahan dampak dari Pandemi Covid-19. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan
yang memaksa (force majeure) atau bukan untuk dapat menunda atau menghapus pel aksanaan kewajiban
berdasarkan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimanayang
diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Dari
penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai force
majeure relatif. Artinya, kesepakatan para pihak menjadi kunci aktif atau tidak aktifnya status Covid-19
sebagal suatu alasan keadaan memaksa. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkaraini,
terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengkategorikan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa dan
sebagiannyatidak. Tetapi pada intinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian yaitu berupa
penundaan atau penghapusan pel aksanaan kewajiban debitur.

...... The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic has affected various sectors of life, such as
economic growth which has experienced a slowdown in Indonesia. With the policies made by the
government in dealing with the pandemic, it has a huge impact on the continuity of the agreement. The
existence of the Covid-19 Pandemic has the potential to increase risks in the implementation of an
agreement, where the debtor seems to take advantage of this pandemic condition as a basis for not carrying
out, reneging on, or canceling an agreement that has been agreed between the parties, on the basis that the
Covid-19 Pandemic intended as a reason of force majeure. In thisregard, in several court decisions judges
have different viewsin deciding cases related to the impact of the Covid-19 Pandemic. The purpose of this
research isto find out whether the Covid-19 Pandemic can be said as aforce majeure or not to be able to
postpone or erase the implementation of obligations under the agreement. This research isanormative
juridical research where only literature or secondary data are studied, including primary and secondary legal
sources. From this study, it was concluded that the current Covid-19 pandemic can be classified as arelative
force majeure. This means that the agreement of the partiesis the key to the activation or inactivity of the
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Covid-19 status as areason for force majeure. The judge in hislegal considerations in deciding this case,
there are two views, namely there are those who categorize the Covid-19 Pandemic as aforce maeure and
some who do not. But in essence, the legal consequences arising from the agreement are in the form of
delaying or eliminating the implementation of the debtor’ s obligations.



